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c. pembahasan rancangan Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional oleh Pemangku Kepentingan di
tingkat nasional.

(2) Proses pen5rusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan pen5rusunan meliputi:

1. penyusunan kerangka acuan kerja; dan

2. penetapan metodologi yang digunakan.

b. pengumpulan data paling sedikit:

1. data wilayah administrasi;

2. data dan informasi kependudukan;

3. data dan informasi bidang pertanahan;

4. data dan informasi kebencanaan;

5. data dan informasi kelautan; dan

6. peta dasar dan peta tematik yang
dibutuhkan.

c. pengolahan data dan analisis paling sedikit:

1. analisis potensi dan permasalahan regional
dan global; dan

2. analisis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup yang terintegrasi dengan
kajian lingkungan hidup strategis.

d. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional; dan

e. penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

(3) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf b angka 6 merupakan peta rupabumi Indonesia
dan/atau peta dasar lainnya.
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(4) Peta rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan peta termutakhir dan telah
ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan integrasi kajian lingkungan hidup
strategis dalam pen5rusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf c angka 2 diatur dengan Peraturan
Menteri.

Paragraf 3

PenSrusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 13

(1) Pen5rusunan rencana tata ruang wilayah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1)

huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
provinsi.

(2) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup muatan
pengaturan Perairan Pesisir.

(3) Muatan pengaturan Perairan Pesisir sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dirumuskan berdasarkan
materi teknis yang disusun oleh perangkat daerah
provinsi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan.

(41 Pen5rusunan rencana tata ruang wilayah provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

(1) Materi teknis muatan Perairan Pesisir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) harus
mendapatkan persetujuan teknis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan.

(2) Ketentuan...
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(21 Proses Pen5rusunan rencana tata ruang wilayah
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan penyusunan meliputi:

1. penyusunan kerangka acuan kerja; dan

2. penetapan metodologi yang digunakan.

b. pengumpulan data paling sedikit:

1. data wilayah administrasi;

2. data dan informasi kependudukan;

3. data dan informasi bidang pertanahan;

4. data dan informasi kebencanaan;

5. data dan informasi kelautan; dan

6. peta dasar dan peta tematik yang
dibutuhkan.

c. pengolahan data dan analisis paling sedikit:

1. analisis potensi dan permasalahan regional
dan global; dan

2. analisis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup yang terintegrasi dengan
kajian lingkungan hidup strategis.

d. perumusan konsepsi rencana tata ruang wilayah
provinsi; dan

e. pen5rusunan rancangan peraturan tentang
rencana tata ruang wilayah provinsi
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b angka 6 merupakan peta rupabumi Indonesia
dan/atau peta dasar lainnya.

(41 Peta rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan peta termutakhir dan telah
ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

(5) Ketentuan...
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(2) Rencana tata ruang wilayah kota memperhatikan:

a. rencana pembangunan jangka panjang daerah
provinsi;

b. rencana pembangunan jangka menengah daerah
provinsi;

c. rencana pembangunan jangka panjang daerah
kota;

d. rencana pembangunan jangka menengah daerah
kota;

e. perkembangan permasalahan regional dan global
serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang
kota;

f. upaya pemerataan pembangunan dan
pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;

g. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan
pembangunan daerah;

h. daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup;

i. kondisi dan potensi sosial Masyarakat;
j. neraca penatagunaan tanah dan neraca

penatagunaan sumber daya air;
k. pemanfaatan nrang darat, ruang laut, dan ruang

udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan
1. kebijakan pembangunan nasional yang bersifat

strategis.

(3) Rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit
memuat:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang
wilayah kota;

b. rencana Struktur Ruang wilayah kota yang
meliputi rencana sistem pusat pelayanan dan
rencana sistem jaringan prasarana;

c. rencana Pola Ruang wilayah kota yang meliputi
Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya,
termasuk rencana penyediaan ruang terbuka
hijau;

d. arahan. . .
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d. arahErn Pemanfaatan Ruang wilayah kota yang
berisi indikasi program utama jangka menengah
lima tahunan;

e. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
wilayah kota yang berisi ketentuan umum
zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan
disinsentif, serta arahan sanksi;

f. kebijakan pengembangan kawasan strategis
kota;

g. kebijakan pengembangan wilayah kota;

h. peruntukan ruang pada sempadan pantai,
sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata
air; dan

i. rencana penyediaan dan pemanfaatan:

1. ruang terbuka hijau publik dan
pendistribusiannya;

2. ruang terbuka hijau privat;
3. ruang terbuka nonhijau;
4. prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki,

angkutan umum, kegiatan sektor informal;
dan

5. 'ruang evakuasi bencana.

(41 Rencana tata ruang wilayah kota menjadi acuan
untuk:
a. pen5rusunan RDTR kota;

b. penyusunan rencana pembangunan jangka
panjang daerah kota;

c. pen)rusunan rencana pembangunan jangka
menengah daerah kota;

d. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang di wilayah kota;

SK No 093544 A
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b. pelibatan peran Masyarakat di kota dalam
penyusunan rencana tata ruang wilayah kota;
dan

c. pembahasan rancangan rencana tata rLtang
wilayah kota oleh Pemangku Kepentingan di
kota.

(21 Proses pen5rusunan rencana tata ruang wilayah kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan pen5rusunan meliputi:

1. penyusunan kerangka acuan kerja; dan

2. penetapan metodologi yang digunakan.

b. pengumpulan data paling sedikit:

1. data wilayah administrasi;

2. data dan informasi kependudukan;

3. data dan informasi bidang pertanahan;

4. data dan informasi kebencanaan; dan

5. peta dasar dan peta tematik yang
dibutuhkan.

c. pengolahan data dan analisis paling sedikit:

1. analisis potensi dan permasalahan regional
dan global; dan

2. analisis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup yang terintegrasi dengan
kajian lingkungan hidup strategis.

d. perumusan konsepsi rencana tata ruang wilayah
kota; dan

e. pen5rusunan rancangan peraturan tentang
rencana tata ruang wilayah kota dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

SK No 093546 A
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(3) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf b angka 5 merupakan peta rupabumi Indonesia
dan/atau peta dasar lainnya.

(4) Peta rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan peta termutakhir dan telah
ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan integrasi kajian lingkungan hidup
strategis dalam pen5rusunan rencana tata rulang
wilayah kota 'sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c angka 2 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pen5rusunan Rencana Rinci Tata Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal24
(1) Pen5rusunan rencana rinci tata ruang meliputi:

a. pen)rusunan RTRpulau/kepulauan;
b. pen5rusunan RTR KSN;

c. pen)rusunan RZ I(AW;
d. pen5rusunan RZ KSNT;
e. penJrusunan RDTR KPN; dan
f. pen)rusunan RDTRkabupaten/kota.

(2) Jangka waktu penJrusunan dan penetapan RTR
pulau/kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, RTR KSN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, RZ KAW sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, RZ KSNT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan RDTR KPN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dimulainya
pen5rusunan RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, RZ
KAW, RZ KSNT, atau RDTR KPN yang dimaksud.

(3) Jangka . .
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Pasal 27

(1) Pen5rusunan RTR pulau/kepulauan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:

a. proses pen5rusunan RTR pulau/kepulauan;

b. pelibatan peran Masyarakat regional
pulau/kepulauan dalam pen5rusunan RTR
pulau/kepulauan; dan

c. pembahasan rancangan RTR pulau/kepulauan
oleh Pemangku Kepentingan di tingkat regional
pulau/ kepulauan.

(21 Proses pen5rusunan RTR pulau/kepulauan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan pen5rusunan meliputi:

1. penyusunan kerangka acuan kerja; dan

2. penetapan metodologi yang digunakan.

b. pengumpulan data paling sedikit:

1. data wilayah administrasi;

2. data dan informasi kependudukan;

3. data dan informasi bidang pertanahan;

4. data dan informasi kebencanaan; dan

5. peta dasar dan peta tematik yang
dibutuhkan.

c. pengolahan data dan analisis paling sedikit:

1. analisis potensi dan permasalahan regional
dan global; dan

2. analisis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup yang terintegrasi dengan
kajian lingkungan hidup strategis.

d. perumusan konsepsi RTR pulau/kepulauan; dan

e. penJrusunan rancangan peraturan presiden
tentang RTR pulau/ kepulauan.
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(3) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b angka 5 merupakan peta rupabumi Indonesia
dan/atau peta dasar lainnya.

(4) Peta rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan peta termutakhir dan telah
ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan integrasi kajian lingkungan hidup
strategis dalam pen5rusunan RTR pulau/kepulauan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c angka 2
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 28

(1) Pen5rusunan RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Menteri.

(2) RTR KSN dapat mencakup ruang perairan sampai
batas luasan tertentu sesuai kebutuhan dan/atau
sudut kepentingan Kawasan.

(3) Substansi RTR KSN di rurang perairan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dirumuskan berdasarkan
materi teknis yang disusun oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur
pen)rusunan materi teknis rllang perairan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan umsan
pemerintahan di bidang kelautan.

(5) Pen5rusunan RTR KSN dilaksanakan sesuai dengan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur
dengan Peraturan Menteri.

SK No 087072A
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(6) Pen5rusunan RTR KSN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan,
melestarikan, melindungi dan/atau mengintegrasikan
pembangunan dan pengelolaan kawasan yang bernilai
strategis nasional dalam mendukung penataan ruang
wilayah nasional.

Pasal 29

(1) Pen5rusunan RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) huruf b dilaksanakan pada Kawasan
yang mempunyai nilai strategis nasional.

(21 Kawasan yang mempunyai nilai strategis nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kawasan strategis dari sudut kepentingan

pertahanan dan keamanan;
b. kawasan strategis dari sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi;
c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial

dan budaya;
d. kawasan strategis dari sudut kepentingan

pendayagunaan sumber daya alam dan/atau
teknologi tinggi; dan/atau

e. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi
dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 30

KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a
ditetapkan dengan kriteria:
a. kawasan dengan peruntukan bagi kepentingan

pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara
berdasarkan geostrategi nasional;

b. kawasan dengan peruntukan bagi pangkalan militer
atau kesatrian, daerah latihan militer, instalasi
militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan
militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan
berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan
peralatan pertahanan berbahaya lainnya, objek vital
nasional yang bersifat strategis, kepentingan
pertahanan udara, kawasan industri sistem
pertahanan, dan aset-aset pertahanan lainnya;
dan/atau
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wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional termasuk
kawasan perbatasan negara dan perairan di sekitar
PPKT yang berbatasan langsung dengan negara
tetangga dan/atau laut lepas.

Pasal 31

KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b
ditetapkan dengan kriteria:

a. kawasan yang memiliki sektor unggulan yang dapat
menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional;

b. kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat
tumbuh dan memberikan kontribusi signifikan
terhadap ekonomi nasional;

c. kawasan yang memiliki potensi ekspor;

d. kawasan yang memiliki karakteristik perkotaan
besar/metropolitan yang berfungsi sebagai simpul
logistik, pelayanan perdagangan dan jasa, budaya,
pendidikan, riset, dan/atau pengembangan teknologi;

e. kawasan yang memiliki kegiatan ekonomi yang
memanfaatkan teknologi tinggi;

f. kawasan yang berfungsi penting dalam mewujudkan
ketahanan pangan nasional; dan/atau

g. kawasan yang berfungsi penting dalam mewujudkan
ketahanan energi nasional.

Pasal 32

KSN dari sudut kepentingan sosial dan budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c
ditetapkan dengan kriteria:

a. kawasan pelestarian dan pengembangan adat istiadat
atau budaya;

b. kawasan prioritas dalam peningkatan kualitas sosial
dan budaya;

c.kawasan...
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c. kawasan yang memberikan perlindungan
keseimbangan tata guna air yang setiap tahun
berpeluang menimbulkan kerugian;

d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
keseimbangan iklim makro;

e. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan
kualitas lingkungan hidup;

f. kawasan rawan bencana alam;
g. kawasan yang berupa taman bumi; dan/atau
h. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan

rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap
kelangsungan kehidupan.

Pasal 35

(1) RTR KSN mengacu pada:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

b. RTR pulau/kepulauan; dan

c. RZ KAW.

(21 RTR KSN memperhatikan:

a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;

b. rencana pembangunan jangka menengah
nasional;

c. wawasan nusantara dan ketahanan nasional;

d. perkembangan permasalahan regional dan global
serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang
nasional;

e. upaya pemerataan pembangunan dan
pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;

f. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan
pembangunan daerah;

g. kondisi dan potensi sosial Masyarakat;

SK No 093556 A
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h. neraca penatagunaan tanah dan neraca
penatagunaan sumber daya air;

i. optimasi pemanfaatan rrrang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam
bumi; dan

j. rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana
tata ruang wilayah kabupaten, danf atau rencana
tata ruang wilayah kota terkait.

(3) RTR KSN paling sedikit memuat

a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang
KSN;

b. rencana Struktur Ruang KSN yang meliputi
rencana sistem pusat permukiman dan rencana
sistem jaringan prasarana;

c. rencana Pola Ruang KSN yang meliputi Kawasan
Lindung yang memiliki nilai strategis nasional
termasuk Kawasan Konservasi di Laut, dan
Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis
nasional termasuk Kawasan Pemanfaatan
Umum;

d. alur migrasi biota laut;
e. arahan Pemanfaatan Ruang yang berisi indikasi

program utama jangka menengah lima tahunan;
f. strategi kebijakan pengembangan KSN;

g. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSN
yang berisi indikasi arahan zonasi sistem
nasional, arahan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan
disinsentif, serta arahan sanksi; dan

h. arahan kebijakan pemntukan ruang pada
sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung,
waduk, dan mata air.

(4) RTR KSN menjadi acuan untuk:
a. penJrusunan rencana tata ruang wilayah

provinsi;

b. penyusunan. . .
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b. pengumpulan data paling sedikit:

1. data wilayah administrasi;

2. data dan informasi kependudukan;

3. data dan informasi bidang pertanahan;

4. data dan informasi kebencanaan;

5. data dan informasi kelautan; dan

6. peta dasar dan peta tematik yang
dibutuhkan.

c. pengolahan data dan analisis paling sedikit:

1. analisis potensi dan permasalahan regional
dan global; dan

2. analisis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup yang terintegrasi dengan
kajian lingkungan hidup strategis.

d. perumusan konsepsi RTR KSN; dan

e. Pen5rusunan rancangan Peraturan Presiden
tentang RTR KSN.

(3) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf b angka 6 merupakan peta rupabumi Indonesia
dan/atau peta dasar lainnya.

(41 Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan peta termutakhir dan telah
ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

(5) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mencantumkan garis pantai yang terdiri atas:

a. garis pantai yang ditetapkan oleh badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang informasi geospasial; dan

b. garis pantai sesuai kebutuhan RTR yang
digambarkan dengan simbol dan/atau warna
khusus.
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan integrasi kajian lingkungan hidup
strategis dalam pen5rusunan RTR KSN sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 huruf c angka 2 diatur
dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Pen5rusunan Rencan a Zonasi Kawasan Antarwilayah

Pasal 37

(1) PenSrusunan RZ KAW sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kelautan.

(2) RZ KAW meliputi:

a. rencana zonasi teluk;

b. rencana zonasi selat; dan

c. rencana zonasi Laut.

(3) Teluk, selat, dan Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 merupakan kawasan yang berada pada
perairan pedalaman yang ber-upa Laut pedalaman,
perairan kepulauan, dan/atau Laut teritorial yang
berada di wilayah lintas provinsi.

(4) Penamaan dan letak geografis teluk, selat, dan Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan pada peta Laut
Indonesia dan/atau peta rupabumi Indonesia.

(5) Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) merupakan peta termutakhir dan telah
ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

(6) Wilayah perencanaan RZ KAW meliputi satu kesatuan
wilayah teluk, selat, atau Laut.
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Pasal 38

(1) Pen5rusunan RZ KAW mengacu pada Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional.

(2) Penyusunan RZ KAW paling sedikit memperhatikan:

a. rencana pernbangunan jangka panjang nasional;
b. rencana pembangunan jangka menengah

nasional;
c. RTR pulau/kepulauan;
d. RTR KSN;
e. RZ KSNT;
f. rencana tata ruang wilayah provinsi;
g. kawasan, zolta, dan/atau Alur Laut yang telah

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

h. rLrang penghidupan dan akses nelayan kecil,
nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan keci!
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

i. wilayah masyarakat hukum adat;
j. data dan informasi kebencanaan; dan

k. ketentuan hukum laut internasional.
(3) RZ KAW paling sedikit memuat:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang
Laut;

b. rencana Struktur Ruang Laut;
c. rencana Pola Ruang Laut;
d. arahan Pemanfaatan Ruang yang berisi indikasi

program utama jangka menengah lima tahunan;
e. strategi kebijakan pengembangan Kawasan; dan
f. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.
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(3) Dokumen antara RZ KAW dituangkan dalam
sistematika yang paling sedikit terdiri atas:

a. latar belakang penyusunan RZ KAW yang
memuat dasar hukum, profil wilayah, isu
strategis, dan peta wilayah perencanaan;

b. deskripsi potensi sumber daya dan kegiatan
pemanfaatan sumber daya di Kawasan
Antarwilayah;

c. rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola
Ruang Laut;

d. rencana Pemanfaatan Ruang Laut;

e. rencana pengelolaan sumber daya;

f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;
g. lampiran peta tematik, peta rencana Struktur

Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut; dan

h. konsepsi rancangan peraturan presiden tentang
RZ KAW.

Pasal 42

Ketentuan mengenai proses penyusunan RZ KAW sesuai
dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan.

Pasal 43

(1) PenSrusunan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kelautan.
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g. rencana pengelolaan sumber daya;

h. lampiran peta tematik dan peta rencana zonasi;
dan

i. konsepsi rancangan Peraturan Presiden tentang
RZ KSNT.

Pasal 48

Ketentuan mengenai proses penyusun an RZ KSNT sesuai
dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan.

Paragraf 6

Pen5rusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 49

(1) Pen5rusunan RDTR KPN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh
Menteri.

(2) Pen5rusunan RDTR KPN dilaksanakan sesuai dengan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 50

(1) Penyusunan RDTR KPN mencakup kawasan dengan
karakteristik perkotaan dan karakteristik perdesaan
di kawasan perbatasan negara.

(2) Kawasan dengan karakteristik perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan
kawasan yang memiliki fungsi utama kegiatan
ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan budaya
dengan karakteristik perkotaan.

(3) Kawasan...
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b. pen5rusunan rencana pembangunan jangka
menengah daerah provinsi dan kabupaten/kota
terkait;

c. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang;

d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan
keseimbangan antarsektor; dan

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk
investasi.

(5) RDTR KPN dituangkan ke dalam peta dengan tingkat
ketelitian skala 1 :5.000.

Pasal 52

(1) Pen5rusunan RDTR KPN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e meliputi:

a. proses penyusunan RDTR KPN;

b. pelibatan peran Masyarakat di tingkat
kabupaten/kota dalam penyusunan RDTR KPN;
dan

c. pembahasan rancangan RDTR KPN oleh
Pemangku Kepentingan.

(2) Proses pen)rusunan RDTR . KPN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui
tahapan:

a. persiapan penyusunan meliputi:

1. penyusunan kerangka acuan kerja;

2. penentuan metodologi yang diguhakan; dan

3. penetapan wilayah perencanaan RDTR KPN.

b. pengurnpulan data paling sedikit:

1. data wilayah administrasi;
2. data dan informasi kependudukan;
3. data dan informasi bidang pertanahan;
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(21 Pen5rusunan RDTR kabupaten/kota dilaksanakan
sesuai dengan norrna, standar, prosedur, dan kriteria
yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 55

(l) Penyusunan RDTR kabupaten/kota dapat mencakup
kawasan dengan karakteristik perkotaan,
karakteristik perdesaan, serta kawasan lintas
kabupaten/kota.

(21 Kawasan dengan karakteristik perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kawasan ' yang memiliki fungsi utama kegiatan
ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan budaya
dengan karakteristik perkotaan.

(3) Kawasan dengan karakteristik perdesaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kawasan yang memiliki fungsi utama kegiatan
ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan budaya
dengan karakteristik perdesaan.

(4) Kawasan lintas kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang secara fungsional
terdapat di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota
yang berbatasan, penyusunan RDTR dimaksud
dilaksanakan secara terintegrasi oleh Pemerintah
Daerah kabupate n I kota terkait.

(5) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat . (4)

ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
kabupaten/ kota sesuai wilayah administrasinya.

Pasal 56

(1) RDTR kabupaten/kota mengacu pada rencana tata
ruang wilayah kabupaten/ kota.

(21 RDTR kabupaten/kota memperhalikan:

a. rencana pembangunan jangka panjang daerah
kabupaten/kota;

b.rencana...
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Pasal 64

Pengintegrasian Batas Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 menggunakan Batas Daerah yang telah
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

Pasal 65

(1) Pengintegrasian garis pantai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 menggunakan unsur garis pantai
yang termuat dalam peta rupabumi Indonesia
termutakhir dan telah ditetapkan oleh badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
informasi geospasial.

(21 Dalam hal terdapat perbedaan antara garis pantai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
kebutuhan rencana tata ruang, dan/atau
kepentingan hak atas tanah, persetujuan substansi
oleh Menteri mencantumkan:

a. garis pantai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1); dan

b. garis pantai sesuai kebutuhan rencana tata
ruang yang digambarkan dengan simbol
dan/atau warna khusus.

Pasal 66

Pengintegrasian Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 menggunakan delineasi Kawasan Hutan
termutakhir yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kehutanan atau delineasi Kawasan Hutan yang disepakati
paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dimulainya
pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 ayat (1) huruf d.
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Pasal 75

(1) Dalam hal rancangan peraturan daerah kabupaten
tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) belum
ditetapkan, bupati menetapkan rancangan peraturan
daerah tentang rencana tata ruang wilayah
kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
mendapat persetujuan substansi dari Menteri.

(21 Dalam hal rancangan peraturan daerah kabupaten
tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten belum
ditetapkan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) maka dalam waktu paling lama 4 (empat)
bulan terhitung sejak mendapat persetujuan
substansi dari Menteri, rancangan peraturan daerah
tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Penetapan rancangan peraturan daerah oleh
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri setelah
mendapatkan persetujuan Presiden.

(41 Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(5) Menteri menyampaikan Peraturan Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati.

(6) Bupati wajib menetapkan peraturan daerah untuk
melaksanakan Peraturan Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) di daerahnya dalam jangka
waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak
Peraturan Menteri ditetapkan.

(71 Ketentuan mengenai jangka waktu paling lama
15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) termasuk pengundangan peraturan daerah
dalam lembaran daerah oleh sekretaris daerah
kabupaten.

(8) Dalam hal bupati dan sekretaris daerah kabupaten
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf5. . .
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Paragraf.5

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Pasal 76

(1) Prosedur penetapan rencana tata ruang wilayah kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d
meliputi:

a. pengajuan rancangan peraturan daerah kota
tentang rencana tata ruang wilayah kota dari
wali kota kepada Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah kota dan dilengkapi dengan:

1. berita acara pembahasan dari Pemerintah
Daerah provinsi mengenai rancangan
peraturan daerah kota tentang rencana tata
ruang wilayah kota;

2. validasi dokumen kajian lingkungan hidup
strategis dari perangkat daerah provinsi
yang membidangi urusan lingkungan hidup;
dan

3. rekomendasi peta dasar dari badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang informasi geospasial.

b. pembahasan rancangan peraturan daerah
tentang rencana tata ruang wilayah kota di
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah kota untuk
menyepakati substansi yang akan disampaikan
kepada Menteri;

c. penyampaian rancangan peraturan daerah kota
tentang rencana tata ruang wilayah kota dari
wali kota kepada Menteri untuk memperoleh
persetujuan substansi;

d. pembahasan lintas sektor dalam rangka
penerbitan persetujuan substansi oleh Menteri
bersama kementerian/lembaga, Pemerintah
Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kota, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kota, dan seluruh
Pemangku Kepentingan terkait;

e.penerbitan...
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Pasal TT

Pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk
mengintegrasikan prograrnfkegiatan sektor, kegiatan yang
bersifat strategis nasional, Batas Daerah, garis pantai,
dan/atau Kawasan Hutan.

Pasal 78
Pengintegrasian Batas Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 rnenggunakan Batas Daerah yang sudah
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

Pasal 79
(1) Pengintegrasian garis pantai sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 77 menggunakan unsur garis pantai
yang termuat dalam peta rupabumi Indonesia
termutakhir dan telah ditetapkan oleh badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
informasi geospasial.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara garis pantai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
kebutuhan RTR, dan/atau kepentingan hak atas
tanah, persetujuan substansi oleh Menteri
mencantumkan:
a. garis pantai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1); dan
b. garis pantai sesuai kebutuhan rencana tata

ruang yang digambarkan dengan simbol
dan/atau warna khusus.

Pasal 80
Pengintegrasian Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 menggunakan delineasi Kawasan Hutan
termutakhir yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kehutanan atau delineasi Kawasan Hutan yang disepakati
paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dimulainya
pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (1) huruf d.
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(21 Peninjauan kembali RTR dapat dilakukan lebih dari
1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila
terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang
ditetapkan dengan undang-undang;

c. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan
dengan undang-undang; atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat
strategis.

(3) Peninjauan kembali peraturan kepala daerah
kabupatenlkota tentang RDTR akibat adanya
perubahan kebdakan nasional yang bersifat strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat
direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang
berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 94

(1) Dalam rangka pelaksanaan peninjauan kembali RTR
yang pen5rusunannya menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah
menyampaikan permohonan peninjauan kembali RTR
kepada Menteri.

(2) Terhadap permohonan peninjauan kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
memberikan rekomendasi dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan berupa:

a. RTR yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan
masa berlakunya; atau

b. RTR yang ada perlu direvisi.

(3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara:

a. RTR dengan Batas Daerah;
b. RTR dengan Kawasan Hutan; dan/atau
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c. rencana tata rllang wilayah provinsi dengan
rencana tata ruang wilayah kabupatenf kota,

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
bidang koordinasi perekonomian dapat
merekomendasikan kepada Menteri agar dilakukan
peninjauan kembali dan revisi rencana tata rurang
wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 95

(1) Revisi RTR sebagai tindak lanjut dari peninjauan
kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94
ayat (21 huruf b menggunakan prosedur pen5rusunan
dan penetapan RTR.

(21 Revisi RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang
dimiliki Orang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam hal revisi RTR mengubah fungsi ruang,
perubahan fungsi rLtang tidak serta merta
mengakibatkan perubahan pemilikan dan
penguasaan tanah.

(41 Perubahan pemilikan dan penguasaan tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pertanahan.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
peninjauan kembali dan revisi RTR diatur dalam Peraturan
Menteri.
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Pasal 160

(1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan secara periodik
dan terus-menerus.

(2) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima)
tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum
peninjauan kembali RTR.

(3) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat
strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 161

Penilaian perwujudan RTR
Pusat dan Pemerintah
kewenangannya.

dilakukan oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan

Pasal 162

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian
perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155
sampai dengan Pasal 161 diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Keempat
Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 163

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 148 huruf c diselenggarakan untuk:
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